
       
 

 

 
 

 
 
 
 

P U T U S A N  
Perkara Nomor 08/KPPU -I /20 20  

 

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia  selanjutnya 

disebut Komisi  yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU -I/2020 tentang 

Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan 

Akses Internet Provider , yang dilakukan oleh:  -------------------------------- ------   

Terlapor  I : PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk , yang beralamat  

di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1 , Citarum, 

Sadang Seran g, Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa 

Barat  40133 , Indonesia, Nomor Telepon: (0622) 4521404, 

Nomor Faksimile: (0622) 7206757 ;------------ --- ----- -----------  

Terlapor  II  : PT Telekomunikasi Seluler , yang beralamat  di Telkom 

Landmark Tower, Tower 1, Jalan  Jenderal Gatot Subroto 

Kavling 52 , RT: 006,  RW: 001, Kelurahan Kuningan Barat , 

Kecamatan Mampang Prapatan , Jakarta Selatan , Provinsi 

DKI Jakarta  12710 , Indonesia, Nomor Telepon: (0621) 

5215328 ;---------- ---- --------------------------- --------- ------------  

 

telah menga mbil Putusan  sebagai berikut:  -------------------------------- ----------   

 

Majelis Komisi : -------------------------------- -------------------------------- ----------   

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran . -------------------------------- --   

Setelah membaca Tanggapan  para Terlapor terhadap Laporan Dugaan 

Pelanggaran.  -------------------------------- -------------------------------- --------------   

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.  -------------------------------- ---------   

Setelah mendengar Keterangan  para Ahli.  -------------------------------- -----------   

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor . -------------------------------- -----   

Setelah membaca  Simpulan  Hasil Persidangan dari Investigator  Penuntutan.   

Setelah membaca  Simpulan  Hasil Persidangan dari para Terlapor . -------------   

Setelah membaca surat -surat dan dokumen -dokumen dalam perkar a ini.  ----   

 

SALINAN  
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TENTANG DUDUK PERKARA  

 

1.  Menimbang  bahwa  Majelis  Komisi  menerima Lapo ran Dugaan 

Pelanggaran Pasal 19 huruf d  Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 

terkait Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Selul er terhadap Netflix terkait 

Penyediaan Layanan Akses Internet Provider , dengan dugaan 

pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut  (vide  bukti I2): --------------   

1.1.  Tentang Dugaan  Pelanggaran  -------------------------------- --------   

1.1.1.  Bahwa  para Terlapor diduga melakukan pelanggaran 

ketentuan Pasal  19  huruf d Unda ng-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 

disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) ; -----------------------   

1.1.2.  Bahwa  ketentuan Pasal 19 huruf d  UU Nomor 5 

Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:  ---------------   

Pasal 19 huruf d  UU Nomor 5 Ta hun 1999 --------------   

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau 

beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama 

pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat berupa:  ------------------------------   

d.  melakukan  praktek  diskriminasi   terhadap 

pelaku usaha  tertentu . -----------------------------   
 

1.2.  Tentang  Latar Belakang Permasalahan  -----------------------------   

Penetrasi pengguna internet telah mencapai 64.8% dari total 

264 juta jiwa penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Angka 

statistik 2018 tersebut meningkat 10.12% dari statistik 

pengguna internet pada tahun 2017. Dari angka statistik 

2018, pengguna internet di Pulau Jawa mencapai 55.7%, 

Pulau Sumatera 21.6%, Pulau Kalimantan 6.6%, Pulau Bali , 

dan Nusa Tenggara 5.2%, dan Pulau Sulawesi, Maluku, Papua 

mencapai 10.9%.  -------------------------------- -----------------------   

 

Konten Internet ya ng p aling  sering di akses oleh pengguna 

internet di Indonesia adalah so sial media dan hiburan yang 

masing -masing mencapai 19.1%, dan kemudian komunikasi 

lewat pesan 16.4%. Facebook, Instagram, Youtube merupakan 
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konten sos ial media yang paling sering di akses den gan 

komposisi Facebook 50.7%, Instagram 17.8%, dan Youtube 

15.1%.  Sedangkan konten hiburan ya ng paling sering di akses 

oleh p engguna  internet adalah menonton video atau film 

sebesar 45.3%, game online  17.1%, dan mendengar musik  

14.5%.  -------------------------------- -------------------------------- ---   

 

Netflix merupakan p enyedia k onten subscription based video 

on demand  (SVOD) yang dominan dan aplikasinya sudah lebih 

dari 500 juta kali diunduh pada Google Play  dengan 148 Juta 

Pelanggan berbayar di seluruh dunia pada tahun 2019.  --------   

 

Pada tanggal 06 Januari 2016, Netflix masuk  dan membuka 

layanannya ke Indonesia sebagai bagian dari beroperasinya 

bisnis Netflix di 130 negara lainnya.  --------------------------------   

 

Pada tanggal 27 Januari 2016, Terlapor I dan Terlapor II 

sebagai penyelenggaran jasa telekomunikasi paling dominan 

di Indonesia melakukan pemblok iran layanan akses internet 

terhadap Netflix dengan alasan konten Netflix mengandung 

unsur pornografi dan tidak sesuai dengan nilai budaya 

Indonesia.  -------------------------------- -------------------------------   

 

Pemblokiran tersebut mengakibatkan reaksi dari masyarakat 

dan pengguna layanan akses internet yang disel enggarakan 

oleh Kelompok Usaha Terlapor I ( Telkom Group ) sebagai 

akibat tertutupnya akses mereka terhadap layanan Netflix. 

Selain itu, Pemblokiran yang dilakukan berdampak pada 

penurunan drastis dari session count  Netflix di Indonesia.  -----   

1.3.  Tentang Peraturan T erkait Penyelenggaraan Telekomunikasi 

Indonesia  -------------------------------- --------------------------------   

1.3.1.  Bahwa penyelenggaran telekomunikasi di Indonesia 

diatur dalam Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 

Tentang Telekomunikasi ( selanjutnya disebut UU 

Nomor 36 Tahun  1999 ); -------------------------------- -----   

1.3.2.  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka  1 UU 

Nomor 36 Tahun 1999 dijelaskan pengertian 

telekomunikasi dengan definisi sebagai  berikut:  -------   
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òSetiap pemancaran, pengiriman, dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 

tanda -tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan 

bunyi melalui sistem k awat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnyaò; ----------------------   
 

1.3.3.  Bahwa selanjutnya, dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 

tersebut juga dijelaskan mengenai pengertian 

penyelenggaran telekomunikasi yang diartikan 

sebagai berikut  (vide  Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 

1999):  -------------------------------- --------------------------   

Kegiatan penyediaan dan pelayanan 

telekomunikasi sehingga memungkinkan 

terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan 

telekomunikasi meliputi:  -------------------------------- -  

1.  penyelenggaraan jaringan telekomunikasi 

adalah kegiatan penyediaan dan atau 

pelayanan jaringan telekomunikasi ya ng 

memungkinkan terselenggaranya  

telekomunikasi ; -------------------------------- -----   

2.  penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah 

kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa 

telekomunikasi yang memungkinkan 

terselenggaranya  telekomunikasi ; ----------------   

3.  penyelenggaraan telekomunikasi khusus 

adalah penyele nggaraan telekomunikasi yang 

sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya 

khusus . -------------------------------- ---------------   
 

1.3.4.  Bahwa k etentuan lebih lanjut UU Nomor 36 Tahun 

1999 terkait penyelenggaraan telekomunikasi diatur 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 

2000 Tentang Penyelenggaraan Te lekomunikasi 

(selanjutnya disebut PP Nomor 52 Tahun  2000 ); -------   

1.3.5.  Bahwa b erdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2000 diatur 

lebih mengenai penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi, penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi , dan penyelenggaraan telekomunikasi 

khusus yaitu sebagai  berikut:  -----------------------------   

a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, terdiri  

dari:  -------------------------------- ----------------------   

1). penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan  

dalam:  -------------------------------- ------------   
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a). penyelenggaraan jaringan tetap  lokal;  -  

b). penyelenggaraan jaringan tetap 

sambungan langsung jarak jauh;  ------   

c). penyelenggaraan jaringan tetap 

sambung an internasional; dan  ---------   

d). penyelenggaraan jaringan tetap 

tertutup.  -------------------------------- ----   

2). penyelenggaraan jaringan bergerak 

dibedakan  dalam  (vide  Pasal 9 PP Nomor 

52 Tahun 2000 ): --------------------------------   

a). penyelenggaraan jaringan bergerak  

terestrial;  -------------------------------- ---   

b). penyelenggaraan jaringan bergerak 

seluler;  dan  --------------------------------   

c). penyel enggaraan jaringan bergerak  

satelit.  -------------------------------- -------   

b.  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi, terdiri  dari  

(vide  Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000 ): ---------   

1). penyelenggaraan jasa teleponi  dasar;  -------   

2). penyelengga raan jasa nilai tambah 

teleponi ; dan  -------------------------------- -----   

3). penyelenggaraan jasa multimedia.  -----------    

c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus 

diselenggarakan untuk keperluan  (vide  Pasal 38 

PP Nomor 52 Tahun 2000 ): ---------------------------   

1). sendiri;  -------------------------------- -----------   

2). pertahanan keamanan negara;  dan  ---------   

3). penyiaran. -------------------------------- --------   

1.3.6.  Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 

Tentan g Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 

(selanjutnya disebut PM Nomor  13 Tahun 2019) telah 

mengatur mengenai fitur dan jenis layanan dari Jasa 

Telekomunikasi sebagaimana  berikut:  -------------------   
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a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar terdiri atas 

fitur  utama  (vide  Pasal 5 aya t 1 PM Nomor 13 

Tahun  2019):  -------------------------------- ------------   

1). Teleponi; -------------------------------- ----------   

2). Faksimile ; -------------------------------- --------   

3). Pesan pendek ( short message service /SMS);   

4). Pesan multimedia ( multimedia messaging 

service /MMS) . -------------------------------- ---   

b.  Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi 

terdiri  atas  (vide  Pasal 6 PM Nomor 13 Tahun 

2019 ): -------------------------------- --------------------   

1). Layanan pu sat panggilan informasi ( Call 

Center ); -------------------------------- -----------   

2). Layanan panggilan terkelola ( Calling Card );  

3). Layanan ITKP;  -------------------------------- ---   

4). Layanan konten.  --------------------------------   

c. Penyelenggaraan jasa multimedia terdiri  atas  

(vide Pasal 7 PM Nomor 13 Tahun 2019 ): ----------   

1). Layanan akses internet (ISP) ; -----------------    

2). Layanan gerbang akses internet  (NAP); -----   

3). Layanan sistem komunikasi  data;  -----------   

4). Layanan IPTV.  -------------------------------- ---   

1.3.7.  Bahwa peraturan perundangan sebagaimana 

dijabarkan di  atas, telah mengklasifikasikan beberapa 

jenis layanan dalam penyelenggaran telekomunikasi 

yang berbeda antara satu dengan yang  lain.  ------------   

1.4.  Tentang Pasar Bersangkutan ( Relevant Market ) -------------------   

1.4.1.  Definisi atau Pengertian  -------------------------------- ----   

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 

diatur definisi mengenai pasar bersangkutan  yaitu 

(vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999):  -----   

òPasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan atau jasa  tersebutó; ----   
 

1.4.2.  Bahwa d alam hukum persaingan, pasar 

bersangkutan dibagi menjadi dua kategori, yaitu 
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pasar produk dan pasar ge ografis. Pasar produk 

dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat 

produk -produk tertentu yang bersaing dan saling 

bersubstitusi. Sedangkan pasar geografis adalah 

jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat 

meningkatkan harganya tanpa harus menari k masuk 

pelaku usa ha lain atau tanpa kehilangan jumlah 

pelanggan secara  signifikan;  -------------------------------   

1.4.3.  Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut  

maka  dalam  perkara a quo perlu diuraikan 

mengenai definisi pasar bersangkutan  yang 

mencakup Pasar Produk ( Product Market ) dan Pasar 

Geografis ( Geographic Market ). ----------------------------   

a. Pasar Produk ( Product  Market ) -----------------------   

Pasar produk dalam hukum persaingan usaha 

merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan 

barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusinya.  -------------------------------- ----   

 

Definisi barang menurut ketentu an Pasal 1 

angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999  adalah:  --------   

òSetiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud baik bergerak maupun tidak 

bergerak yang dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh konsumen atau pelaku usahaò. ------------   

 

Sedangkan defini si jasa diatur dalam Pasal 1 

angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:  ---------   

òSetiap layanan yang berbentuk pekerjaan 

atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha ò. ------------------   
 

Bahwa produk yang  menjadi  permasalahan  

dalam  perkara  a quo  merupakan jasa atau 

layanan akses internet melalui jaringan 

telekomunikasi yang digunakan untuk akses 

layanan Video on Demand .----------------------------   
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Bahwa layanan akses internet ( Internet Service 

Provider ) diartikan sebagai berikut  (vide  Pasal 1 

angka 16  PM Nomor 13 Tahun 2019) : --------------   

òJenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi yang menyediakan layanan 

internet bagi Pelanggan untuk terhubung 

dengan jaringan internet publik ò. ----------------   
 

Bahwa dalam praktiknya terdapat dua cara 

untuk dapat terkoneksi ke jari ngan internet 

yaitu:  -------------------------------- ---------------------   

1). Fixed Broadband , merupakan jenis koneksi 

yang membutuhkan kabel telepon atau 

kabel jaringan khusus untuk bisa 

terkoneksi ke internet sehingga tidak bisa  

dipindahkan. Keuntungan dari fixed 

broadband  ini adalah kualitas jaringannya 

yang  cenderung stabil dan fixed broadband 

tidak memiliki batasan paket data pada  

umumnya ; -------------------------------- -------   

2). Mobile Broadband , merupakan jalur 

koneksi wireless  ke internet yang 

umumnya menggunakan perangkat mobile  

seperti modem, perangkat Wi-Fi atau 

tethering  dari smartphone  un tuk bisa 

terkoneksi ke jaringan internet.  Kelebihan 

dari mobile broadband  adalah dari sisi 

mobi litas karena bisa terkoneksi 

di manapun selama memiliki perangkat 

yang dibutuhkan. Selain itu, layanan akses 

data yang disediakan oleh mobile 

broadband  lebih flek sibel karena pengguna 

bisa memilih banyaknya paket data yang 

ingin mereka beli sesuai kebutuhan 

dengan kisaran harga yang relatif  

terjangkau .-------------------------------- -------   
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Selanjutnya layanan jasa Video on Demand  

sendiri sebenarnya merupakan salah satu 

layanan platform digital over t he top  (òOTTó) yang 

umumnya dengan memberikan layanan 

berlanganan media streaming  video  yang 

ditawarkan langsung kepada konsumen melalui 

jaringan internet sehingga dapat diakses oleh 

konsumen dengan menggunakan komputer 

pribadi ( personal computer ), aplikas i di perangkat 

telekomunikasi seluler, maupun televisi ( Smart 

TV). -------------------------------- -----------------------   

 

Namun demikian layanan OTT tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri karena memerlukan layanan 

akses internet yang disediakan oleh 

penyelenggara akses internet sehingga apabila 

terdapat hambat an pasar dalam pasar layanan 

jasa akses internet maka akan berdampak pada 

pasar layanan jasa terkait termasuk layanan jasa 

Video on Demand . -------------------------------- ------   

 

Video on demand  dibedakan menjadi subscription 

based video on demand  (SVOD), Advertising 

Based Video on Demand  (AVOD), dan Transaction 

Video on demand  (TVOD). Subscription Video 

based Video on demand  (SVOD) adalah layanan 

video on demand  yang membebani pengguna 

untuk membayar biaya berlangganan untuk 

dapat memilih dan menikmat i layanan yang 

disediakan oleh penyedia SV OD.  --------------------   

 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya 

bahwa permasalahan dalam perkara a quo  

adalah adanya dugaan terjadi hambatan akses 

internet yang dilakukan Para Terlapor terhadap 

penyedia layanan jasa subscription based video 

on demand  (SVOD) tertentu.  -------------------------   
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Atas  dasar hal tersebut, maka pasar produk 

dalam perkara a quo  adalah produk jasa layanan 

akses internet (ISP) melalui jaringan 

telekomunikasi ( Fixed Broadband  dan Mobile 

Broadband ) Para Terlapor terutama untuk 

mengakses layanan jasa subscription based video 

on demand  (SVOD).  -------------------------------- ----   

b.  Pasar Geografis ( Geographic  Market ) ----------------   

Pasar geografis adalah wilayah di  mana suatu 

pelaku usaha dapat meningkatkan harganya 

tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru 

atau tanpa kehilangan konsumen yang 

signifikan, yang berpindah ke pelaku u saha lain 

di luar  wilayah tersebut. Hal ini antara lain 

terjadi karena biaya transportasi yang harus 

dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga 

tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan 

konsumsi produk  tersebut.  ---------------------------   

 

Secara teknis layanan jasa akses i ntenet memang 

dapat dilakukan tanpa batasan wilayah 

pemasaran geografis, namun demikian secara 

regulasi cakupan wilayah pemasaran dan  

jaringan telekomunikasinya mencakup seluru h 

wilayah Indon esia.  -------------------------------- -----   

 

Oleh karena itu pasar geografis dalam perkara ini 

adalah seluruh wilayah Indonesia.  ------------------   

1.4.4.  bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam 

perkara  a quo adalah pasar jasa penyediaan layanan 

akses internet melalui jaringan telekomunikasi ( Fixed 

Broadband dan Mobile Broadband ) Terlapor untuk 

layanan jasa Video on Demand di seluruh  Indonesia.  -  

1.5.  Tentang Penguasaan Pasar  -------------------------------- -----------   

Bahwa dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan 

pasar ( market control ) diartikan sebagai kemampuan pelaku 

usaha dalam  mempengaruhi pembentukan harga  atau 
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kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam seb uah pasar. 

Aspek lainnya tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas 

pada pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan, atau 

akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan. 

Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh satu pelaku usaha 

atau secara  bersama -sama dengan pelaku usaha lainnya, dan 

dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus ( vide 

BAB IV Pedoman Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999).   

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat                

2 (dua ) cara untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet yaitu  

Fixed Broadband dan  Mobile  Broadband . --------------------------   

 

Bahwa pasar layanan Fixed Broadband di Indonesia antara 

lain disediakan  oleh:  -------------------------------- -------------------   

 

Penyedia  Merek  

PT Ekamas Republik  My Republic  

PT Mora Telematika Indonesia  Oxygen.id  

PT Link Net Tbk  First Media  

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
(Terlapor I)  

Indihome/Speedy  

PT Supra Primatama Nusantara  Biznet  

PT Cyberindo Aditama  CBN Fiber  

PT MNC Kabel Mediacom  MNC Play  

 

Bahwa pasar layanan Mobile Broadband  di Indonesia antara 

lain dise diakan oleh:  -------------------------------- -------------------   

a. PT Telekomunikasi Seluler ( Terlapor II ); ---------------------   

b.  PT XL Axiata Tbk ; -------------------------------- ---------------   

c. PT Indosat Tbk ; -------------------------------- ------------------   

d.  PT Smartfern Telecom Tbk ; -------------------------------- ----   

e. PT Hutchison 3 Indonesia ; -------------------------------- -----   

f.  PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia; dan  -------------   

g. PT Bakrie Telecom Tbk . -------------------------------- ---------   

 

1.5.1.  Tentang Penguasaan Pasar Terlapor I  --------------------   

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa jumlah 

pelanggan Terlapor I pada perode 2016 -2018 

adalah sebagai  berikut:  -------------------------------   
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Jumlah Pelanggan Terlapor I  

 

                                                         Fixed Broa dband                     Indihome  

 

b.  Apabila  ju mlah pelanggan tersebut 

diperbandingkan dengan pesaingnya maka 

diperoleh fakta penguasaan pasar pelanggan 

Fixed Broadband oleh Terlapor I adalah sebagai 

berikut:  -------------------------------- ------------------   
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c. Berdasarkan survei  Telegeography (per -Desember 

2018) diketahui bahwa pangsa pasar Terlapor I 

adalah sebagai berikut:  -------------------------------   
 

Telegeography per Desember  2018  

 

d.  Berdasarkan survei  yang dilakukan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ) 

mendapatkan kesimpulan bahwa Indihome 

merupakan operator penyedia layanan internet 

tetap ( fixed ) yang pa ling banyak digunakan 

(berlangganan) di rumah. Hal tersebut 

membuktikan  bahwa preferensi konsumen 

terhadap Indihome sangat tinggi dibandingkan 

dengan penyedia layanan internet tetap (fixed ) 

lainnya  (vide bukti C82 ). -------------------------------------  

1.5.2.  Tentang Penguasaan Pasar Terlapo r II  -------------------   

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa 4 

(empat ) operator seluler yang memiliki 

pendapatan terbesar di Indonesia dalam kurun 

waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 

adalah sebagai berikut (vide  bukti C69, C70, C71, 
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C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78 , C79, C80, 

dan C81):  -------------------------------- ----------------   

 

Pendapatan 4 ( empat ) Operator Terbesar di Indonesia 
(*dalam milyar rupiah ) 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Berdasarkan jumlah pelanggan keempat operator 

seluler tersebut periode tahun 2016 sampai 

dengan 2018 adalah sebagai berikut  (vide  bukti 

C69, C70, C 71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, 

C78, C79, C80, dan C81) : ----------------------------   
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Jumlah Pelanggan  4 (empat ) Operator Terbesar di 
Indonesia ( *dalam ribu ) 

 

 
 

 
 

 
 

c. Bahwa penguasaan pasar Terlapor II berdasarkan 

jumlah pelanggannya periode tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2018 dapat terlihat sebagai berikut  

(vide  bukti B18, C74, C75, dan C76):  ---------------   
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d.  Berdasarkan hasil survey GSMA (per kuartal             

4 (empat ) tahun 2018) pangsa pasar mobile 

broadband  pada tahun 2018 adalah sebagai 

berikut:  -------------------------------- ------------------   
 

 

 

e. Berdasarkan survei  yang dil akukan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ) 

mendapatkan kesimpulan bahwa Terlapor II 

merupakan operator penyedia layanan internet 

seluler ( mobile ) yang paling banyak digunakan 

atau terhubung dengan internet. Hal tersebut 

membuktikan bahwa  preferensi konsumen 

terhadap produk Terlapor II sangat tinggi 
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dibandingkan dengan operator seluler  lainnya  

(vide  bukti C82) ; -------------------------------- --------   

f.  Bahwa penguasaan pasar seluler Terlapor II 

tersebut tentu dikarenakan cakupan jaringan 

telekomunikasinya yang lebih luas dibandin gkan 

dengan operator seluler lain sebagaimana terlihat 

pada data jumlah Base Transceiver Station  (BTS) 

berikut:  -------------------------------- ------------------   
 

 
 

 
 

 
 

1.6.  Tentang Perilaku Terlapor  -------------------------------- ------------   

1.6.1.  Pemblokiran atau Penutupan Akses Layanan Netflix 

(vide  bukti B15, B16, B18,  dan C21)  ---------------------   
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a. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, layanan 

jasa Video on Demand Netflix diluncurkan secara 

global di 130 ( seratus tiga puluh ) negara 

termasuk  Indonesia;  -------------------------------- ---   

b.  Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Terlapor I 

dan Terlapor II memblokir atau menutup akses 

atas layanan jasa subscriptio n based video on 

demand (SVOD) Netflix pada jaringan  

telekomunikasinya ; -------------------------------- ----   

c. Bahwa tindakan pemblokiran akses pada 

layanan jasa subscription based video on demand 

(SVOD) Netflix tersebut diakui baik oleh Terlapor I 

maupun Terlapor II dengan alasan untuk 

member ikan perlindungan kepada konsumen 

terhadap konten  negatif;  ------------------------------   

d.  Bahwa namun demikian alasan pemblokiran 

tersebut tidak pernah diberitahukan secara resmi 

oleh para Terlapor kepada pihak Netflix sehingga 

pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang 

harus dilaku kan agar dapat diberikan akses 

kembali oleh para Terlapor  tersebut.  ----------------   

1.6.2.  Bahwa Terlapor Tidak Memblokir Layanan Jasa 

Sejenis  -------------------------------- -------------------------    

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor I 

dan Terlapor II tidak melakukan pemblokiran atau 

penutupan akses layanan jasa subsc ription based 

video on demand (SVOD) yang dipasarkan oleh pelaku 

usaha lain selain Netflix . Hal tersebut dikuatkan 

dengan fakta sebagai  berikut ( vide  bukti B16, B18, 

C5, dan C60):  -------------------------------- -----------------   

a. Pada tanggal 14 April 2016, HOOQ mulai 

dipasarkan di Indonesia. Selanjutnya  mempunyai 

kerja sama bundling  dengan Terlapor II pada 

tanggal 26 April 2016 serta bekerja sama dengan 

Terlapor I pada tanggal 15 Maret 2017;  ------------   
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b.  Pada tanggal 26 Mei 2016, Viu mulai dipasarkan 

di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan 

Terlapor II;  -------------------------------- ---------------   

c. Pada ta nggal 2 Juni 2016, Catchplay mulai 

dipasarkan di Indonesia dan melakukan kerja 

sama dengan Terlapor I. Selanjutnya pada 

tanggal 14 April 2017, Catchplay melakukan 

kerja sama dengan Terlapor II; -----------------------   

d.  Pada tanggal 15 Juni 2016, I flix mulai 

dipasarkan di Indonesi a dan kerja sama dengan 

Terlapor I;  -------------------------------- ---------------   

e. Pada tanggal 15 Desember 2016, Amazon Prim e 

mulai dipasarkan di Indonesia ; ----------------------   

f.  Pada tanggal 16 Mei 2018, HBO Go mulai 

dipasarkan di Indonesia dan selanjutnya pada 

tanggal 28 Desember 2018  bekerja sama dengan 

Terlapor I ; -------------------------------- ---------------   

g. Pada tanggal 1 Juni 2018, MAXstream mulai 

diluncurkan ( vide  bukti B18) . MAXstream 

merupakan layanan yang dikeluarkan oleh 

Telkomsel berupa aplikasi video yang 

menampilkan ribuan film dan  serial TV dari HBO 

Go, HOOQ, Iflix, MyPlay, Viu. Jadi MAX stream 

itu ad alah Mall  dari video yang menyediakan 

market place  khusus untuk video dan OTT 

sebagai tenant . -------------------------------- ----------   

1.7.  Tentang  Dampak Perilaku Terlapor  -------------------------------- -  

1.7.1.  Hambatan ( Barrier to Entry ) --------------------------------   

a. Bahwa salah satu hambatan persaingan yang 

dapat terjadi akibat adanya praktek diskriminasi 

adalah terciptanya hambatan masuk atau 

hambatan untuk melakukan kegiatan usaha 

dan/atau pengembangan (ekspansi) bagi pelaku 

usaha tertentu pada pasar  bersangkutan;  ---------   

b.  Bahwa hambatan persaingan dalam perilaku 

praktek diskriminasi umumnya akan dilakukan 
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oleh pelaku u saha yang menguasai pasar 

terhadap pelaku usaha tertentu yang memiliki 

kaitan dengan pasar yang  dikuasasinya;  ----------   

c. Bahwa dalam perkara a quo , perilaku para 

Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti 

telah menyebabkan layanan subscription based 

video on deman d (SVOD) Netflix tidak dapat 

dipasarkan ke konsumen yang merupakan 

pelanggan para Terlapor.  -------------------------------   

1.7.2.  Kerugian Konsumen  -------------------------------- ---------   

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11                  

UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai 

pengertian konsumen dengan menyatakan 

sebagai berikut:  -------------------------------- --------   

òKonsumen adalah setiap pemakai dan atau 

pengguna barang dan atau jasa baik untuk 

kepentingan diri sendiri maupun untuk 

kepentingan pihak lainò. --------------------------   
 

b.  Bahwa dalam perkara a quo , perilaku para 

Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti 

juga telah me nyebabkan konsumen yang 

merupakan pelanggan para Terlapor dirugikan 

karena kehilangan kesempatannya untuk 

mendapatkan layanan subscription based video 

on demand (SVOD) Netflix . ----------------------------   

1.8.  Tentang Pemenuhan Unsur -Unsur Pasal 19 Huruf D                      

UU Nomor 5  Tahun 1999  -------------------------------- -------------   

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

menyatakan:  -------------------------------- ----------------------------   

Pasal 19 huruf d  -------------------------------- -----------------------   

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa 

kegiatan, baik sendiri maupun bersam a pelaku usaha lain, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monop oli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat berupa : --------------------    

(d)  melakukan  praktek  diskriminasi  terhadap pelaku 

usaha tertentu.  -------------------------------- ---------------   
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Selanjutnya pemenuhan unsur -unsur pelanggaran ketentuan 

Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat 

diuraikan sebagai beri kut:  -------------------------------- ------------   

1.8.1.  Unsur  Pelaku Usaha  -------------------------------- --------   

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku 

usaha dengan definisi sebagai  berikut:  ------------------   

òSetiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama -

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ó. -  
 

Bahwa pelaku usaha yang dima ksud dalam perkara 

ini adalah Terlapor yang merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum sebagaim ana telah 

diuraikan pada butir Identitas Terlapor sehingga 

secara mutatis mutandis  menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.  

 

Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5                   

UU Nomor 5 Tahun 1999.  -------------------------------- --   

 

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur 

pelaku usaha dalam perkara a quo TERPENUHI ; ------   

1.8.2.  Unsur  Melakukan Baik Sendiri Maupun Bers ama -

Sama  -------------------------------- ---------------------------   

Bahwa dalam perkara a quo , perilaku Terlapor 

sebagaimana telah  diuraikan pada butir Bagian 

Perilaku Terlapor diduga dilakukan sendiri oleh 

masing -masing Terlapor pada masing -masing pasar 

bersangkutan dimana Terlapor I melakukan 

pemblokiran di ja ringan tetap ( Fixed Broadband ) dan 

Terlapor II melakukan pemblokiran pada jaringan 

bergerak ( Mobile Broadband ). ------------------------------   
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Atas dasar hal tersebut maka unsur Melakukan Baik 

Sendiri Maupun Bersama -sama dalam perkara a quo  

TERPENUHI;  -------------------------------- ------------------   

1.8.3.  Unsur Pelaku Usaha  Lain  -------------------------------- --   

Sebagaim ana telah diuraikan pada unsur sebelumnya 

bahwa tindakan pelanggaran ketentuan Pasal 19 

huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 diduga dilakukan 

oleh masing -masing Terlapor pada jaringannya 

masing -masing sebagaimana telah diuraikan pada 

butir di atas sehingga sehing ga secara mutatis 

mutandis  menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.  --------------   

 

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur 

pelaku usaha lain dalam perkara a quo  tidak perlu 

untuk dibuktikan;  -------------------------------- -----------   

1.8.4.  Unsur Melakukan Satu atau Beber apa Kegiatan  -------   

Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang 

memilik i kegiatan usaha antara lain di  bidang 

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap. 

Sedangkan Terlapor II merupakan badan usaha yang 

memilik i kegiatan usaha antara lain di  bidang 

penyelengg araan jaringan telekomunikasi bergerak 

sebagaimana telah diuraikan pada butir Identitas 

Terlapor sehingga secara mutatis mutandis  menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan 

pemenuhan unsur ini.  -------------------------------- ------   

 

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I dan Terlapor  II 

terbukti telah melakukan perilaku berupa menutup 

akses atau memblokir layanan akses internet untuk 

mengakses layanan Subscription Based Video on 

Demand  (SVOD) Netflix pada jaringa n yang 

diselenggarakan masing -masing sebagaimana telah 

diur aikan pada but ir Bagian Perilaku Terlapor  

sehingga secara mutatis mutandis  menjadi bagian 
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yang tidak terpisahkan dengan penjelasan 

pemenuhan unsur ini.  -------------------------------- ------   

 

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur 

Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam 

perkara a quo TERPENUHI ; --------------------------------   

1.8.5.  Unsur  Persaingan Usaha Tidak Sehat  --------------------   

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 

Tahun 1999 disebutkan:  -------------------------------- ---   

òPersaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 

antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang dila kukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan 

usahaó. -------------------------------- --------------------   
 

Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana telah 

diur aikan pada butir Bagian Perilaku Terlapor  

merupakan tindakan yang dapat dikategorikan 

sebagai tindakan menjalankan kegiatan produksi 

dan/atau pemasaran yang dilakukan dengan cara 

menghambat persaingan.  -------------------------------- --   

 

Bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti 

berdasarkan fakta dampak persaingan sebagaimana  

telah diuraikan pada butir Hambatan ( Barrier t o 

Entry ) untuk melakukan kegiatan usah a dan  butir 

Kerugian Konsumen  Bagian Dampak Perilaku 

Terlapor ; -------------------------------- -----------------------   

1.8.6.  Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi  -----------------   

Bahwa praktek diskriminasi dalam perkara a quo  

adalah terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh 

Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir Bagian 

Perilak u Terlapor sehingga secara mutatis mutandis  

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian 

analisis unsur ini.  -------------------------------- -----------   

 

Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai 

bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu 
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dalam pasar terkait dengan penyediaan l ayanan akses 

internet melalui jaringan telekomunikasi ( Fixed 

Broadband  dan Mobile Broadband ) untuk mengakses 

layanan jasa Subscription Based Video on Demand  

(SVOD).  -------------------------------- ------------------------   

 

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur 

Melakukan Praktek Diskriminasi dalam perkara a quo 

TERPENUHI . -------------------------------- ------------------   

 

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 

5 Tahun 1999 TERPENUHI.  -------------------------------- ----------   

 

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat 

disimpulkan telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan 

kegiatan dilarang yang diatur dalam Pasal 19 huru f d                     

UU No mor  5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam 

perkara a quo . -------------------------------- --------------------------   

2.  Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 15  Oktober  

2020 , Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran  sebagai berikut ( vide bukti B6, T1.6, dan 

T2.7 ): -------------------------------- -------------------------------- ---------------   

2.1.  Tentang T anggapan Terlapor I ( vide  bukti T1.6) ------------------   

Bahwa Terlapor I melalui Kuasa Hukumnya, Muhtar Halim 

and  Partners Law Office  yang beralamat di Citylofts Sudirm an, 

Lantai 19 , Suite 1907, Jalan KH. Mas Mansyur Nom or 121 

Jakarta 10220  menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan 

Dugaan Pelanggaran y ang pada pokoknya berisi hal -hal  

sebagai berikut:  -------------------------------- ------------------------   

Pada b utir 12 halaman 23 sampai dengan ha laman 26 

Laporan Dugaan Pelanggaran  (selanjutnya disebut LDP ), Tim 

Investigator men dalilkan bahwa telah terbukti terjadi 

pelanggaran ketentuan kegiatan yang dilarang yang diatur 

dalam Pasal 19  (d) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaing an Usaha 

Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) yang 

dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo . --------------------   
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Terlapor I dengan ini membantah segala dan seluruh dalil di 

dalam LDP Tim Investigator kecuali dalil -dalil yang secara 

tegas diakui kebenarannya dalam Tanggapan Terlapor I ini.  ---     

 

Adapun yang menjadi ala san -alasan diajukannya tanggapan 

ini adalah sebagai berikut:  -------------------------------- -----------   

2.1.1.  Pendahuluan  -------------------------------- -----------------   

a. Tentang PT Telkom  -------------------------------- -----   

1). PT Telkom ( in casu  Terlapor I) merupakan 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

di bidang jasa dan jaringan telekomunikasi 

dan informatika Indonesia. Pemegang 

sah am Terlapor I terdiri dari Pemerintah 

Republik Indonesia sebesar 52,55% dan 

Publik 47,45%. Saham Terlapor I 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan di New York Stock Exchange 

(NYSE); -------------------------------- -----------     

2). Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar 

Terlapor I, ruang lingku p kegiatan        

Terlapor I adalah menyelenggarakan 

jaringan dan jasa telekomunikasi dan 

informatika, serta optimalisasi sumber 

daya Terlapor I  untuk menyediakan barang 

dan/atau jasa berkualitas tinggi dan 

kompetitif untuk mendapatkan/mengejar 

laba guna m eningkatkan nilai Terlapor I 

dengan menerapkan prinsip -prinsip 

perseroan terbatas;  -----------------------------   

3). Dalam upaya bertransformasi 

menjadi  digital telecommunication company , 

Terlapor I mengimplementasikan strategi 

bisnis dan operasional perusahaan yang 

berorientasi kepada pe langgan ( customer -

oriented )1. Transformasi tersebut akan 

                                            
1  https ://www.telkom.co.id/sites/about -telkom/id_ID/page/profil -dan -riwayat -singkat  

https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat
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membuat organisasi Terlapor I menjadi 

lebih  lean  (ramping) dan  agile  (lincah) 

dalam beradaptasi dengan perubahan 

industri telekomunikasi yang berlangsung 

sangat cepat 2.  Organisasi yang baru juga 

dih arapkan dapat meningkatkan ef isiensi 

dan efektivitas dalam 

menciptakan  customer experience  yang 

berkualitas 3; -------------------------------- -----   

4). Kegiatan usaha Terlapor I bertumbuh dan 

berubah seiring dengan perkembangan 

teknologi, informasi , dan digitalisasi, 

namun masih dalam koridor ind ustri 

telekomunikasi dan infor masi.  ---------------    

 

Sebagai bagian dari penyelenggara jasa 

telekomunikasi, Terlapor I menyediakan 

layanan dengan merek dagang IndiHome. 

IndiHome adalah salah satu produk 

layanan dari Terlapor I  berupa paket 

layanan komunikasi dan data se perti 

telepon rumah ( voice), internet ( Internet on 

Fiber  atau High Speed Internet ), dan/atau 

layanan televisi interaktif (USee TV Cable, 

IP TV)4.  IndiHome, sebagai layanan triple 

play  milik Terlapor I, terus melangkah 

bersama masyarakat melalui berbagai 

program untuk mewujudkan Indonesia 

maju 5; -------------------------------- -------------   

5). Terlapor I berkomitmen untuk 

mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera 

dan berdaya saing serta memberikan nilai 

tambah yang terbaik bagi para pemangku 

kepentingan. Visi dan Misi Terlapor I 

                                            
2   ibid  
3   ibid  
4  https://www.indihome.co.id/event/langkah -nyata -indihome -untuk -ind onesia -maju -  
5  ibid  

https://www.indihome.co.id/event/langkah-nyata-indihome-untuk-indonesia-maju
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sebagai penyedia layanan tel ekomunikasi 

terintegrasi adalah sebagai berikut 6: --------   

Visi  -------------------------------- ----------------   

Menjadi digital telco pilihan utama untuk 

memajukan masyarakat.  ----------------------   

 

Misi  -------------------------------- ---------------   

a). Mempercepat pembangunan 

Infrastruktur dan platform  digital 

cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, 

dan dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat;  --------------------------------   

b). Mengembangkan talenta digital 

unggulan yang membantu mendorong 

kemampuan digital dan tingkat adopsi 

digital bangsa;  -----------------------------   

c). Mengorkestrasi ekosistem digital 

untuk memberikan pengalaman digital 

pelanggan terbaik.  ------------------------   

6). Sebagai salah satu BUMN terbesa r di 

Indonesia yang bergerak di  bidang 

telekomunikasi, Terlapor I tidak terlepas 

dari tanggung j awab sosial terhadap 

masyarakat atau   Corporate Social 

Responsibility  (CSR) dengan paradigma 

òTelkom ada untuk Indonesia, tumbuh, 

dan berkembang bersama -sama 

masyarak at Indonesiaó7.  Terlapor I 

meyakini, meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat akan berimbas pada tumbuh 

dan berkembangnya skala usaha Terlapor I 

demikian juga sebaliknya. Terlapor I 

memiliki tujuan mendukung 

keberlangsungan bisnis Terlapor I dengan 

melaksana kan pembangunan yang 

                                            
6  https://www.telkom.co.id/sites/about -telkom/id_ID/page/tentang -csr   
7  ibid  

https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/tentang-csr
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berkelanjut an di bidang ekonomi, sosial, 

dan lingkungan yang melibatkan karyawan 

Telkom Group dan masyarakat;  --------------   

7). Dalam menjalankan usahanya, Terlapor I 

senantiasa tunduk pada peraturan 

perundang -undangan yang berlaku di 

Indonesia salah sa tunya adalah Undang -

Undang Nomor 36 Tahu n 1999 tentang 

Telekomunikasi (s elanjutnya disebut UU 

Telekomunikasi). Pasal 21                                   

UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa 

penyelenggara telekomunikasi dilarang 

melakukan kegiatan usaha 

penyelenggaraan telekomunikasi yang 

bertentangan dengan kepentingan umum, 

kesusilaan,  keamanan, atau ketertiban 

umum;  -------------------------------- ------------    

8). Sebagai penyelenggara telekomunikasi dan 

penyelenggara sistem elektronik, Terlapor I 

perlu dan penting untuk memperhatikan 

muatan konten subscription based video on 

demand  (SVOD) yang merupakan layanan 

Over The Top  (OTT) yang disediakan oleh 

para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha 

luar negeri yang ditransmisikan melalui 

jaringan telekomunikasi Terlapor I.  Selain 

amanah Pasal 21 UU Telekomun ikasi di 

atas, peraturan perundangan lainnya yang 

harus dipatuhi dan ditaati serta 

dipedomani oleh Terlapor I, antara lain 

sebagai berikut:  -------------------------------- -  

a). Undang -Undang Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi (s elanjutnya 

disebut UU Pornografi) dan peraturan 

pelaksananya ; -----------------------------   
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b). Undang -Undang Nomor 11 T ahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana diubah  

dengan Undang -Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubah an Atas 

Undang -Undang Nomor 11 T ahun 

2008 tentang Infor masi dan Transaksi 

Elektronik (s elanjutnya dis ebut                  

UU ITE) dan peraturan pelaksananya;    

c). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 3 Tahun 2016 

tanggal 31 Maret 2016 tentang 

Penyediaan Layanan Aplikasi 

dan/atau Konten Melalui Internet 

(Over The Top ) (selanjutnya disebut               

SE Kominfo 3/2016);  ---------------------   

d). Undang -Undang Nomor 33  tahun 

2009 tentang Perfilman (s elanjutnya 

disebut UU Perfilman);  -------------------   

e). Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 

201 4 tentang Lembaga Sensor Film 

(selanjutnya disebut PP LSF); dan  ------   

f). Peraturan Komisi Penyiaran Ind onesia 

Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang 

Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 

Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang 

Standar Program Siaran  (selanjutnya 

disebut P3SPS).  ----------------------------    

b.  Tentang Netflix, Inc Beserta Anak Usaha dan 

Layanannya  -------------------------------- -------------   

1). Netflix , Inc. ( selanjutnya disebut Netflix) 

merupakan perusahaan Amerika Serikat 

yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed 

Hasting dan Marc Radolph di Scotts Valley, 

California.  Pada tahun 2007 , Netflix mulai 
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memperkenalkan jasa streaming  sebagai 

salah satu layanan  baru yang 

memungkinkan pelanggannya untuk 

langsung menonton acara TV dan film 

melalui internet 8; -------------------------------    

2). Pada tahun 2016, Netflix telah berkembang 

hingga ke 130 negara, menghadir kan 

layanan untuk anggotanya di lebih dari 190 

negara dan dalam 21 bahasa di seluruh  

dunia 9.  Selain memiliki kantor di Amerika 

Serikat, Netflix juga memiliki kantor di 

Belanda, Brasil, India, Jepang , dan Korea 

Selatan 10 . -------------------------------- --------   

 

Netflix memiliki visi untuk menjadi layanan 

distribusi hiburan global terbaik dan misi 

untuk mengembangkan bisnis lan gganan 

streaming  secara domestik dan global 

dengan terus meningkatkan customer 

experience  dengan fokus pada perluasan 

konten streaming 11; -----------------------------   

3). Netflix memiliki anak usaha yang 

sahamnya dimilikinya 100% sebagai 

berikut:  -------------------------------- -----------   

a). Netflix Entretenimento Brasil LTDA 

yang b erkedudukan di Brazil;  -----------   

b). Netflix International B.V. yang 

berkedudukan di Belanda;  --------------   

c). Netflix Studios, LLC yang 

berkedudukan di Amerika Serikat; dan   

d). Netflix Global, LLC yang 

berkedudukan di Amerika Serikat 12 . --   

                                            
8  Bukti TI ð1 https://about .netflix.com/en   
9  Ibid  
10  Bukti TI ð2 https://help.netflix.com/en/node/2101   
11   Bukti TI ð3 https://www.comparably.com/companies/net flix/mission   
12  Bukti TI ð4 ð Netflix, Inc. 2019 Annual Report 

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2019/ar/2019 -10-K.pdf   

https://about.netflix.com/en
https://help.netflix.com/en/node/2101
https://www.comparably.com/companies/netflix/mission
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2019/ar/2019-10-K.pdf
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4). Besarnya kekuatan Netflix tercermin dalam 

pendapat annya dibandingkan Terlapor I, 

berikut disampaikan data sebagai berikut:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan pendapatan Tahun 2019  

Pendapatan Netflix, Inc 13 Pendapatan Terlapor I 14 

USD  
Nilai 

Kurs  
IDR  USD 

Nilai 

Kurs  
IDR  

19.860.000.000  14.837  294.000.000.000  9.100.0 00.000  14.837  135.000.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan  pendapatan di atas 

menunjukkan betapa besarnya kekuatan 

ekonomi Netflix dibanding Terlapor I.  

Pendapatan Terlapor I yang merupakan 

salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan 

sudah berulang tahun ke -55 tahun ini, 

pada tahun 2019 hanya 46% ( empat puluh 

                                            
13  Bukti TI ð5 https://www.businessofapps.com/data/netflix -statistics/   
14  Bukti TI ð6 https://www.telkom.co.id/sites/about -telkom/id_ID/news/telkomgroup -

catatkan -laba -bersih -2019 -rp -18,66 -triliun, -pertumbuhan -signifikan -pendapatan -
digital -business -seluler -(23,1) -dan -pendapatan -indihome -(28,1) -menjadi -lokomotif -

pertumbuhan -perseroan -1123   

46% 

NETFLIX  
USD 19.860.000.000  

Rp294.000.000.000  

Nilai Kurs = Rp 14.837  

Terlapor 1  
USD 9.100.000.000  
Rp135.000.000.000  

Nilai Kurs = Rp 14.837  

https://www.businessofapps.com/data/netflix-statistics/
https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/news/telkomgroup-catatkan-laba-bersih-2019-rp-18,66-triliun,-pertumbuhan-signifikan-pendapatan-digital-business-seluler-(23,1)-dan-pendapatan-indihome-(28,1)-menjadi-lokomotif-pertumbuhan-perseroan-1123
https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/news/telkomgroup-catatkan-laba-bersih-2019-rp-18,66-triliun,-pertumbuhan-signifikan-pendapatan-digital-business-seluler-(23,1)-dan-pendapatan-indihome-(28,1)-menjadi-lokomotif-pertumbuhan-perseroan-1123
https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/news/telkomgroup-catatkan-laba-bersih-2019-rp-18,66-triliun,-pertumbuhan-signifikan-pendapatan-digital-business-seluler-(23,1)-dan-pendapatan-indihome-(28,1)-menjadi-lokomotif-pertumbuhan-perseroan-1123
https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/news/telkomgroup-catatkan-laba-bersih-2019-rp-18,66-triliun,-pertumbuhan-signifikan-pendapatan-digital-business-seluler-(23,1)-dan-pendapatan-indihome-(28,1)-menjadi-lokomotif-pertumbuhan-perseroan-1123
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enam persen ) dari pendapatan Netflix di 

tahun yang sama;  ------------------------------    

5). Layanan Netflix berupa streaming  berbasis 

langganan yang memungkinkan 

pelanggannya menonton acara TV dan film 

tanpa iklan di perangkat yang tersamb ung 

ke internet 15 .  Pengguna layanan Netflix 

dapat memilih berbagai genre untuk acara 

TV dan film;  -------------------------------- ------   

6). Pelanggan Netflix dapat mencari dan 

membuka konten -konten dari acara TV 

dan film dari genre action,  comedies,  dan  

drama  hingga konten -konten spesifik 

lainnya  seperti Pornografi, Lesbian, 

Bisexual, Gay, dan Transgender ( LGBT). ---   

Contoh pencarian kata òPornó pada Search 

Bar di situs Netflix 16  ----------------------------   

 

Contoh pencarian kata òLesbianó pada 

Search Bar  di situs Netflix 17  -------------------   

 

                                            
15  Bukti TI ð7 https://help.netflix.com/en/node/412  
16  Bukti TIð8 
17  Bukti TI ð9 

https://help.netflix.com/en/node/412
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Contoh pencarian kata òGayó pada Search 

Bar  di situ s Netflix 18  ----------------------------   

 

 

 

Contoh pencarian kata òBisexual ó pada 

Search Bar di situs Netflix 19  -------------------   

 

 
 

Contoh pencarian kata òTransgender ó pada 

Search Bar di situs Netflix 20  -------------------   

 

 

 

                                            
18  Bukti TI ð10  
19  Bukti TI ð11  
20  Bukti TI ð12  


